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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, temuan penelitian, dan 

pengembangan temuan penelitian dalam disertasi ini maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya mewujudkan Good Governance dalam pelayanan publik di 

Samsat Kota Gorontalo perlu memaksimalkan tata kelola 

pelayanannya, diliha dari aspek trasparansi dan partisipasi yang 

masih terbatas. Artinya masyarakat belum sepenuhnya bisa 

mengakses informasi dan jenis-jenis pelayanan terkait dengan 

pelayanan dan kerterlibatan publik. 

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Good Governance 

dalam pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo masih 

memerlukan peningkatan dari beberapa aspek. Hal ini terlihat pada 

waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terlalu 

lama sering terjadi kesalahan procedural serta beberapa fasilitas 

teknis pendukung layanan yang belum tersedia. 

3. Proses mewujudkan Good Governance dalam pelayanan publik di 

Samsat Kota Gorontalo, peneliti menawarkan konsep temuan 

penelitian yang disebut novelty yakni konsep Mopoduoto Tilihula 

atau konsolidasi kewenangan yang merupakan konsep yang 
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dikembangkan dari nilai-nilai kedaerahan atau kearifan lokal. 

Konsep mopoduoto tilihula ini diharapkan bisa menjalankan fungsi-

fungsi koordinasi terkait tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, 

serta kewenangan masing-masing bidang berada pada kedudukan 

yang seharusnya.  

 

B. Implikasi 

Berorientasi pada simpulan diatas maka peneliti dapat merumuskan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Upaya dalam mewujudkan Good Governance dalam pelayanan publik 

di Samsat Kota Gorontalo diharapkan tetap melaksanakan asas fungsi-

fungsi tatakelola pemerintahan yang baik dan juga sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Good Governance dalam 

pelayanan publik di samsat kota gorontalo diharapkan dapat ditunjang 

oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan 

standar pelayanan minimal (SPM), kemampuan Sumber Daya Manusia, 

dan kemampuan dalam melayani masyarakat dengan maksimal. 

3. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat yang berdampak pada tercapainya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. 
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C. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka dapat di rumuskan 

beberapa saran penelitian yaitu: 

1. Di harapkan Samsat Kota Gorontalo agar lebih mengoptimalkan 

layanan berbasis e-Governance sehingga dapat di sejajarkan 

dengan Samsat di Daerah jawa yang lebih banyak menggunakan 

layanan elektronik di bandingkan dengan layanan manual. 

2. Di harapkan agar Samsat Kota Gorontalo meningkatkan fasilitas 

mobil Samsat Keliling dan fasilitas Drive sehingga wajib 

pajakmudah mengurus pembayaran pajak kendaraan dan tidak 

perlu harus datang ke Samsat langsung. 

3. Melakukan evaluasi kinerja petugas pelayanan di Samsat Kota 

Gorontalo secara berjenjang agar kinerja organisasi lebih mudah 

dikontrol.  

4. Agar Samsat Kota Gorontalo terus melakukan inovasi terbaru 

dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, sehingga semakin banyak wajib pajak yang sadar akan 

kewajibannya. 
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